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KEMENKEU. Pencabutan Permen/Kepmen
mengenai pengaturan kewenangan beralih dari
Kemenkeu kepada OJK.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/PMK.010/2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN YANG PENGATURAN KEWENANGANNYA BERALIH DARI
KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012,
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya,
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas
Jasa Keuangan;

bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk
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Mengingat o 1.

memberikan  kepastian hukum, perlu dilakukan
pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan
Menteri Keuangan yang pengaturan kewenangannya
beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas
Jasa Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan
Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya
Beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa

Keuangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN YANG PENGATURAN KEWENANGANNYA
BERALIH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA
OTORITAS JASA KEUANGAN.
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Pasal 1

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Peraturan Menteri

Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003
tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009
tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata
Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang
Usaha Asuransi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha
Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
228 /PMK.010/2012; dan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



